BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan

saran sebagai berikut:

1. Kesimpulan

1.1.

1.2.

1.3.

Psikolog Klinis dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha profesional
karena Psikolog Klinis merupakan lulusan pendidikan tinggi psikologi
strata 1 (S1) dan pendidikan profesi psikologi strata 2 (S2) Pendidikan
Magister Psikologi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1)
Permenkes Nomor 45 Tahun 2017 dan Pasal 1 ayat (3) Kode Etik
Psikologi Indonesia. Psikolog Klinis berhak untuk memperoleh imbalan
atas pelayanan yang diberikannya sebagaimana yang dinyatakan dalam
Pasal 22 huruf d Permenkes Nomor 45 Tahun 2017. Berdasarkan hak dari
Psikolog Klinis untuk mendapatkan imbalan atas jasa profesi yang
diberikannya, maka dapat dikatakan Psikolog Klinis juga melakukan
kegiatan ekonomi, sesuai dengan pengertian pelaku usaha yang
tercantum di dalam UUPK.

Pengguna Jasa Psikolog Klinis dapat dikategorikan sebagai konsumen
karena telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal
1 ayat (2) UUPK. Pengguna Jasa Psikolog Klinis merupakan penerima
jasa yang meminta jasa dari Psikolog Klinis untuk membantu
menyelesaikan masalah psikologi yang dialaminya. Pengguna Jasa
Psikolog Klinis menggunakan jasa dari Psikolog Klinis untuk
kepentingannya sendiri maupun sekitarnya sehingga dapat dikategorikan

sebagai konsumen akhir.

Pengguna Jasa Psikolog Klinis sebagai konsumen tentu dilindungi oleh

UUPK, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 mengenai hak-hak
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dari konsumen, Pasal 7 mengenai kewajiban dari pelaku usaha, Pasal 19
mengenai tanggung jawab pelaku usaha, dan Pasal 23 mengenai hal dari
konsumen untuk menggugat pelaku usaha yang tidak memberi tanggapan
atau tidak memenuhi ganti rugi. Dalam UUPK pengaturan mengenai jasa
tidak dibedakan dengan barang. Pengguna Jasa Psikolog Klinis dapat
menuntut Psikolog Klinis untuk memberikan ganti rugi baik berupa
pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau
setara nilainya, ganti rugi juga dapat berupa perawatan kesehatan atau
pemberian santunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha dapat
diselesaikan baik di di luar pengadilan dalam hal ini melalui BPSK atau
melalui pengadilan. Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK menyatakan bahwa
pelaku usaha dalam menjalankan profesinya harus sesuai dengan standar
yang menjadi syarat. Standar profesi dari Psikolog Klinis dapat
ditemukan dalam UU Tenaga Kesehatan, Permenkes Nomor 45 Tahun
2017, dan Kode Etik Psikolog Indonesia. Perikatan antara Psikolog
Klinis dengan Pengguna Jasa Psikolog Klinis merupakan perjanjian yang
berdasarkan upaya terbaik atau ikhtiar terbaik untuk mendapatkan suatu
hasil (Inspannings Verbintenis). Psikolog Klinis tidak dapat menjanjikan
kesembuhan bagi Pengguna Jasa Psikolog Klinis, tetapi upaya terbaik
untuk menyelesaikan masalah psikologis berdasarkan standar profesi
dari Psikolog Klinis.

Terhadap tanggung jawab Psikolog Klinis dapat diberlakukan UUPK
karena dalam UUPK mengatur juga mengenai tanggung jawab pemberi
jasa yang tercantum dalam Pasal 19 UUPK, sehingga Pengguna Jasa
Psikolog Klinis yang merasa dirugikan dan tidak memperoleh ganti rugi
dapat meminta pertangunggjawaban dari Psikolog Klinis dan
mengajukan gugatan ganti rugi kepada Psikolog Klinis berdasarkan

perbuatan melawan hukum.
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2. Saran

2.1.

2.2.

Pemerintah diharapkan segera membuat peraturan yang mengatur secara
khusus mengenai Psikolog dalam menjalankan profesinya, hal ini
dikarenakan hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-
undangan yang mengatur Psikolog secara khusus dan peraturan
perundang-undangan yang ada saat ini hanya mengatur mengenai
Psikolog dalam menjalankan profesinya tetapi tidak mengatur mengenai
perlindungan bagi Pengguna Jasa Psikolog yang mengalami kerugian

akibat memanfaatkan jasa dari seorang Psikolog.

Berdasarkan permasalahan dan analisis yang telah dilakukan, maka
penulis memberi saran agar Psikolog Klinis dalam menjalankan
profesinya harus sesuai dengan standar profesi yang berlaku baik UU
Tenaga Kesehatan, Permenkes Nomor 45 Tahun 2017 dan Kode Etik
Psikolog Indonesia, sehingga tidak akan timbul kerugian dari Pengguna
Jasa Psikolog Klinis dalam menerima layanan yang diberikan Psikolog

Klinis
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